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Small medium enterprises can be used as a strategy to oaer-
come problem of poaerty in lndonesia. Howeaer, due to the
lack of New Order goaernment interoention and attention
to this sector and the Neza Order regime preferences of big
companies, this sector has been under-deaeloped. This article
discuses how and what steps goaernment should take in or-
der to maximize the potency of small medium enterprises in
Indonesia.
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Pendahuluan
Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di In-
donesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa
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kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan
munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-
tengah masyarakat. Upaya serius pemerintah untuk mengatasi
kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru. Hasilnya, selama
periode 1976-1996 (Repelita II 
- 
V), tingkat kemiskinan di Indonesia
menurun secara drastis; dari 40"/" di awal Repelita II menja di "hanya"
11% pada awal Repelita V (Mubyarto,2003). Catatan gemilang tersebut
tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan bangsa Indonesia dalam
melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi. Selama tiga
dekade pembangunan tersebut, ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh
di atas 7 persen tiap tahunnya. Keberhasilan Indonesia dalam
melakukan pembangunan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan
ini kemudian mendapat banyak pujian dari masyarakat dunia. Laporan
World Bank (1993) yang bertajuk: "The East Asian Miracle", misalnya,
menempatkan Indonesia menjadi salah satu macan Asia dalam daftar
"The High Performing Asian Economies (HPAEs)" sejajar dengan Korea
Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Sayangnya, tidak lama setelah World Bank mempublikasikan
laporanflya, krisis ekonomi kemudian melanda Indonesia pada
pertengahan tahun 1997. Krisis ini pada awalnya hanya merupakan
persoalan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar
Amerika Serikat atau krisis moneter (krismon) saja karena dipicu oleh
kejatuhan mata uang Thailand, Bath. Tanpa diduga, krismon yang
sulit dikendalikan oleh pemerintah kemudian memicu munculnyu l.irii
politik yang ditandai dengan kejatuhan regim Orde Baru. Seperti bola
salju, krisis ini kemudian membesar dan menjadi pencetus muncuhtyu
krisis-krisis yang lain. Pendek kata, krismon kemudian berubah menjadi
krisis total (kristal) yang mencakup semua aspek kehidupan
masyarakat. Hantaman badai krisis tersebut kemudian menyebabkan
Indonesia benar-benar jatuh dalam titik nadir; dari negara yang
memiliki prestasi pembangunan yang penuh keajaiban menjadi negara
yang membutuhkan keajaiban untuk dapat keluar dari krisis. judul
buku Garnaut dan Mcleod (1998): "EAst Asia in Crisis: From Being a
Miracle to Needing One?" kiranya sangat tepat untuk menggambarlian
kondisi Indonesia tersebut.
Krisis multi dimensi tersebut menyebabkan Indonesia sulit keluar
dari krisis. ]ika negara-negara Asia Tenggara lainnya, misalnya, Ma-
laysia, Thailand, dan Singapura, telah berhasil memulihkan momen-
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tum pembangunan ekonomi mereka seperti kondisi sebelum krisis,
sampai saat ini, Indonesia masih belum mampu keluar dari belitan
krisis. Sebagai akibatnya, berbagai program anti kemiskinan yang
selama ini diprakarsai oleh pemerintahan Orde Baru menjadi tidak
terurus dengan baik. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang
demikian adalah meroketnya kembali angka kemiskinan di Indonesia.
Sebagai ilustrasi, jika pada tahun 1996 (sebelum krisis) jumlah penduduk
miskin di Indonesia dapat ditekan menjadiL'1."/", setelah krisis melanda,
angka tersebut menggelembung kembali menjadi 24% atau sekitar 39,4
juta orang (lihat Tabel 1).
Tabel 1
Batas Miskin, Persentase, danJumlah Penduduk Miskin
Sumber : Statistik Lrdonesia, BPS, 2002
*Data dan Informasi Kemiskinan (buku I), 8I1S,2003






fumlah Penduduk Miskin (iuta
orang)
Tahun Kota Desa Kota Desa Total Kota Desa Total Perubahan
Absolut
(iuta)
1976 4522 2840 38,8 40,4 40,1 L0,0 M,2 54,2 -7r0
7978 4969 2981 30,8 33,4 33,3 8,3 38,9 47,2 -7,0
1980 6831 4449 29,0 28,4 28,5 9,5 32,8 42,3 4,9
1981 9m 58n 28,1 26,5 26,9 9,3 3j.,3 40,5 -7,7
798/, 13737 77M 23,7 21,2 21,2 9,3 ?5,7 35,0 5,6
1987 77381 70294 20,1 16,1 16,7 9,7 20,3 30,0 5,0
1990 2061.4 73295 16,8 14,3 '/..4,3 9,4 77,8 27,2 -2,8
1993 27905 182M 13,4 L3,8 13,7 8,7 17,2 25,9 -1,3
7996 38246 274\3 9,7 12,3 1L,3 7,2 L5,3 22,5 -3,4
T998 96959 7n80 21,9 25,7 24,2 77,6 37,9 49,5 27
1999 92409 74272 79,5 26,1 23,5 15,7 32,7 48,4 -1,1
2000 91,632 73ffi "t4,6 ?2,38 L9,74 12,3 26,4 37,5 -10,9
2001 100011 80382 9,79 24,U L8,41 8,6 29,3 38,7 7,2
2002 13M99 96572 14,46 27,1 18,20 13,3 ?5,1 37,9 4,8
2003* 130499 105.888 12,3 8,1 38,4 0,5
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2003'
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Indonesia'



































Eruan Agus Punpanto, Mengkaii Potensi Usaha Kecil dan Menangah (IIKM) ,..
Selain rendahnya tingkat pendidikan, jika pengamatan dilakukan
lebih mendalam lagi, akan ditemukan bahwa di antara orang miskin
tersebut hampir setengahnya tergolong dalam kelompok y*g disebut
sebagai fakir miskin (destitute).t Tentang hal ini data BPS dan
Departemen Sosial (2003) menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang
tergolong fakir miskin sebesar 42% pada tahun 2003 dan 41"/" pada
tahun 2004.2 Hal ini berarti pada tahun 2003 ada 15,8 juta jiwa yang
termasuk fakir misikin dari 37,Ajutajiwa penduduk miskin. Sementara
itu pada tahun berikutnya di temukan ada L4,8 juta iiwa fakir miskin
dari 36,2 juta jiwa penduduk y*g masuk kategori miskin.
Sebagaimana sudah disebutkan di awal tulisan ini, masalah
kemiskinan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Meskipun demikian,
masalah kemiskinan selalu aktual untuk dibahas. Sebab, meskipun telah
berjuang puluhan tahun untuk membebaskan diri dari kemiskinan,
kenyataan menunjukkan bahwa Lrdonesia belum bisa melepaskan diri
dari belenggu kemiskinan ini. Aktualitas untuk mendiskusikan masalah
kemiskinan ini iuga mendapatkan momentumnya ketika belum lamaini (tanggal 3-5 Agustus 2005) Indonesia menjadi tuan rumah
pertemuan regional tingkat menteri untuk membicarakan masalah
"Tujuan Pembangunan Abad Milenium" atatJ Millenium Darclopment
Goals (MDGs). MDGs yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada akhir tahun 1999 memiliki delapan tujuan pokok,
namun demikian, inti dari tujuan pembangunan abad milenium
tersebut adalah untuk memerangi kemiskinan dengan meningkatkan
derajat hidup orang miskin, misalnya: meningkatkan pelayanan
pendidikan dasar, meningkatkan kesetaraan jender, mengurangi
kematian anak, memperbaiki kesehatan ibu dan lain-Iain. Apabila
tujuan tersebut dapat diwujudkan, pada tahun 2015 diharapkan
kemiskinan betul-betul dapat dihapus dari muka bumi atau minimal
sudah berkurang secara drastis.
Departemen Sosial (2004) mendefinisikan fakir miskin sebagai orang yang
sama sekali tidak mempr:nyai kemampuan unhrk memenuhi kebutr:han pokok
minimum untuk makanan sebesar 2100 kalori, sewa rumah, dan pembelian
satu stel paling sederhana untuk setahun.
Penduduk Fakir Miskin, BIIS dan Departemen Sosial RI,2004
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Tulisan ini tidak secara khusus membahas MDGs, akan tetapi
lebih kepada bagaimana membantu mencapai tujuan MDGs di Indo-
nesia dengan memanfaatkan keberadaan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) yang selama ini menjadi tulang punggung penyediaan tenaga
kerja di Indonesia. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan
singkat ini adalah: Bagaimana dan apa strategi yang dapat diambil
oleh pemerintah untuk memaksimalkan potensi UKM sebagai upaya
mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut tulisan ini akan membicarakan konsep dan
indikator kemiskinan, karakter UKM dan kondisi UKM saat ini, serta
terakhir adalah kajian untuk meningkatkan potensi UKM bug upaya
pengentasan kemiskinan.
2. Konsep dan Indikator Kemiskinan
Kemiskinan memiliki konsep yang beragam. World Bank
mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran
kemampuan/ daya beli, yaitu US $1 atau US $2 per kapita per hari.
Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis
kemiskinan,(poaerty line). Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk
menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang
dibutuhkan oleh seseordngr yaitu 21,00 kalori per kapita per hari,
ditambah dengan kebutuhan minimurn non-makan yang merupakan
kebutuhan dasar seseorang yang meliputi: papan, sandang, sekolah,
transportasi, sera kebutuhan rumah tangga dan individu yang
mendasati^yu. Menurut BllS, seseorang/ individu yang pengeluarannya
lebih rendah dari Garis Kemiskinan maka seseorang/individu tersebut
dikatakan miskin. Sedangkan kemiskinan menurut Bappenas (2004)
adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok ordngr laki dan
perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan
pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerja.rn, penunahan, air
bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa
aman dari perlakuan atau €rncaman tindak kekerasan dan hak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.
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Dalam pandangan Friedman, kemiskinan iugu berarti
ketidaksamaan kesempatan unfuk mengakumulasikan basis kekuasaan
sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi: (1) Modal produktif seperti
tanah, alat produksi, Perumahan, kesehatan. (2) Sumber keuangan.(3) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk
kepentingan bersama seperti koperasi, partai potitik, organisasi sosial,(4)
|aringan sosial, (5) Pengetahuan dan kehampilan. (6) Informasi ry^g
berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk., 2004).
Terlepas dari berbagai definisi atau konsep yang dikemukakan
oleh para paiur di atas, kondisi kemiskinan dapat digambarkan melalui
bebeiapa indikator yang disajikan melalui Indeks Kemiskinan Manusia
(IKM). Menurut BPS (2003), komponen-komponen hrdeks Kemiskinan
Manusia ada lima, yaitu: (1) persentase penduduk yang meninggal
sebelum usia 40 tahun, (2) persentase buta huruf, (3) persentase
penduduk yang tidak memiliki akses ke air bersih, (4) persgt tu.tj
penduduk yang jarak ke fasilitas kesehatan lebih dari 5 km, dan (5)
persentrase balita berstatus gizi kurang. Data Tabel 3 menunjukkan
bahwa program-Program pembangunan selama ini bias ke jawa di
mana himpir semua propinsi di Jawa menduduki peringkat atas dalam
hal rangking IKM ini. Yang lebih memprihatinkary ternyata sumber
kekayaan alam yang berlimpah bukan menjadi jaminan bahwa
penduduknya jugu akan kaya. Sebagai gambaran propinsi-propinsi
yang terkenal dengan sumber kekayaan alamnya seperti Riau, Nangroe
Aceh Darussalam, Kalbar, Kalteng, dan Papua ternyata justru
menempati rangking IKM yang rendah.
30 t.
lurnal llmu Sosial fi IImu politik,Vol,IL,No, J, Maret 2007



























NAD 12,6 4,2 48,5 38,0 35,2 28,4 23
SUMUT 13,3 3,9 47,8 30,4 33,0 24,8 15
SUMBAR 15,2 4,9 42,4 27,6 28,0 23,4 12
RIAU 72.0 3,5 58,9 29,7 18,4 ?5.1 76
IAMBI 13,9 5,3 47.4 ?3,1 25,0 ?2,7 9
SUMSEL 't6.0 5,9 52,7 36,0 28,2 27,7 2T.
BENGKULU 16,3 7.O 45,0 22,0 26,4 22,7 8
LAMPUNG 15,2 7,0 45,9 29,8 24,2 ?3,9 13
BANGKA
BELITUNG
16,0 8,3 8,9 35,3 2'J.,'1. 25,2 18
DKI 6,7 't,8 30,3 2.9 ?3,2 13,2 1
IABAR 1"8,0 6,9 53,0 19,0 27,5 23,0 11
IATENG 10.9 't4,3 39,9 20,9 ?5,0 2'1.,0 6
DI] 6,7 '1.4,7 38,9 7,7 'l..6,9 16.7 2
IATIM 15,3 16,8 36,7 22,2 ?5,5 2'1.,7 7
BANTEN 2'1.,7 6,2 55,9 23,5 20,5 25,'l', 17
BALI 9,5 15,8 27,8 19,8 18,7 77,3 3
NTB 27,3 22,2 52,3 21,6 37,8 30,2 26
NTI 19,2 'l,.5,9 46,8 32,8 38,8 28,9 24
KALBAR 1.8,1 13,1 78,5 50.1 32,2 38,0 30
KALTensah 10,2 3,6 66,7 33,6 3't,9 30,7 27
KAISEL 23,9 6,7 4'1.,5 27.3 30,2 25,5 19
KALTIM 10,2 4,8 37,3 22,2 21.,5 19,L 5
SULUT 8,4 1.,2 35,7 78,4 21,9 17,8 4
SULTENGAH 20,7 6,7 53,8 36,8 29,6 28,9 ?5
SUI.SEL L'1.,3 16.5 45,'l.. 27.3 29,'1, 24,6 14
SULTENGG 't6,8 11,8 41,3 37,4 28,3 25,8 20
GORONTALO 18,5 4,8 62,4 32,7 42,0 32,4 29
MALUKU 76,2 3,7 43,9 26,r 29,3 22,9 10
MALUKU
UTARA
20,7 4,2 43,2 4,2 29,6 27,9 22
PAPUA 1.6,8 26,9 67,6 36,1 28,3 30,9 28
INDONESIA 15,0 10.5 M,8 23,7 25,8 22,7
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, Bf€,2003
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3. Review Kebijakan dan Program Penanggulangan
Kemiskinan di Indonesia
Selama ini kebijakan dan program pengentasan kemiskinan telah
banyak dilakukan oleh pemerintah. Program tersebut antara lain
adaiah Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Tani (KUT) Kredit
Modal Permanen (KMKP), Kredit Usaha Kecil (KUK)' Inpress Desa
Tertinggal (IDT), PDM-DKE. Program pengentasan kemiskinan yang
paling serius adalah program IDT di sepertiga desa di Indonesia dan
p.og** Takesra/Kukesra di dua pertiga desa lainnya (BPS, 2003).
Selain itu, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan N0. 1232l
'l,g8g, BUMN diwajibkan menyisihkan L-5% dari labanya untuk
pembinaan usaha kecil dan koperasi. Program-Program pemberdaylan
6agi penduduk miskin yang lain yaitu Program Pembinaan dan
feningtatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Pengembangan
Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
(P2KP), Program Pembangunan Pendukung Desa Tertinggal (P3DT).
Upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan pemerintah.
pada tahun IOOZ dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan
(KPK) melalui Keputusan Presiden RI No. 12412001 jo Keppres RI No-
8/2A02 io Keppres RI No. 34l2002. Komite ini melibatkan berbagai
aktor, yaitu: akademisi, LSM, pelaku usaha, birokrasi daerah, onnas/
orsospol, dan lembaga keuangan bank dan non bank. KPK dibentuk
untuk menanggulangi kemiskinan yang didasarkan atas pemberdayaan
masyarakat.
Pertanyaannya kini adalah seberapa besar dampak dari berbagai
kebijakan dan program kemiskinan yang telah banyak dilakukan
tersebut terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan? Mengapa
upaya pengentasan kemiskinan belum berhasil? Salah satu iawabannya
adalah program pengentasan kemiskinan tersebut tidak mamPu
mendorong kemandirian masyarakat miskin. Hal ini karena pada
umumnya program-program tersebut diberikan kepada masyarakat
miskin yang tidak memahami bagaimana mereka harus mengelola
bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Pendekatan yang
demikian tentu berakibat negatif karena bantuan yang mereka terima
tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang dapat memberikan
dampak keberlanjutary melainkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang
sering bersifat konsumtif.
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4. Potensi UKM dalam Pengentasan Kemiskinan
Strategi pembangunan ekonomi yang mendasarkan diri pada
perfumbuhan ternyata tidak berhasil memberikan kesejahteraan pada
semua masyarakat. Strategi yang demikian condong menimbulkan
munculnya kesenjangan karena ada kelompok yang makmur di satu
sisi, namun ada masyarakat yang tetap miskin dan tErtinggal pada sisi
yang lain. Kondisi ini tercipta karena asumsi akan munculnya trickle
doutn effect yang dibangun oleh para ekonom neoklasik ternyata tidak
terjadi pada pembangunan di Indonesia.
Di dalam strategi pembangunan yang mengutamakan
perfumbuhan ekonomi, harapan terbesar diletakkan di pundak sektor
industri, terutama industri berskala besar. Industri besar ini diharapkan
mamPu menjadi lokomotif perekonomian nasional untuk mencapai
target-target pertumbuhan ekonomi. Bukti mengenai hal ini dapat
dilihat dari kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal Orde Baru ying
lebih mengutamakan industrialisasi melalui penciptaan perusahaan--
peysa,haan yang berskala besar. Puncak dari kebijakan yang demikian
tadi adalah muncuhrya konglomerat-kongklomerat baru di Indonesia
pada masa kejayaan Orde Baru.
Kebijakan pemerintah yang terlalu memanjakan perusahan besar
ini bukan tanpa harga yang harus dibayar. Dukungan yang berlebihan
terhadap industri besar ini dikemudian hari beri.r,ptikasi pada
terjadinya ketimpangan kinerja dalam struktur industri ai maor,esia.
UKM, yang dari segi jumlah mendominasi struktur industri di Indone-
sia, ironisnya justru memiliki kinerja yang lemah dibanding dengan
industri besar yang jumlahnya tidak lebih dari 1 persen riyu 1.rl r.Tambunan, 2002: 20). Perbedaan kinerja yang sangat besar ini tentu
tidak menguntungkan b"gr proses industrialisasi di Indonesia.
Perbedaan- kinerja yang berkaitan dengan kurangnya perhatian
p_emerintah te_rhadap UKM lebih lanjut berimplikaii padu 4 hal(Sulistyastuti, 2004:31), yaitu:
Pertama, UKM mengalami stagnasi untuk melakukan mobilitas
vertikal (M. Tambunan, 2002). sementara itu, di dalam proses
industrialisasi l4up awal, peran industri kecil justru sangat plnting.Anderson (1982) menegaskan bahwa pada tihap awal-kor,triUuJi
Industri Kecil dan Rumah Tangga dalam proses induitrialisasi mencapai
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50-75persen. Mengapa Proses evolusi menurut besaran 
industri ini
penting? ftbi;;t-il: &olusi tersebut berperan sebagai media ditusi
inovasi dan teknologi serta menciptlkan ie*uttgat- kewirausahaan(i;r**curship).nukii tentang h11 ini dapat dilihat pada negara-negara
industri baru'seperti Kore"a dan |epang yatq memulai proses
industriarisasinya dengar. *Lt guttaau.u. p-"du sektot UKM' Bahkan
di keduu 
^"g"'r; ;;;rtri baril 
tersebut, telah banyak UKM yang
melakukan investasi di luar negeri (foreign direct inuestmmt)'
Kedua,strategisubstitusiimporY?'gtidakberkembang,.bahkan
bisa gagal. Kd;"fi" iJ l"tlihat aari JeblSt"t besar bahan baku 
yang
diperlukan otei Eekto, industri yanq i?:dharus diimpor' Bukti 
nyata
har ini dapat init ut ketika Lrdonesla dilanda krisis ekonomi. saat 
itu
banyak industri yang-ma.ut kurer,a ketidakmampaun mereka 
membeli
bahan baku taienJt arus diimpor. Padahal, dalam pembangunan
industr i, backwaril linkogit--ii" f9ryya linkages-adalah mutlak
diperlukan. Tanpa adanya kaintan it i it anrtrialisaii diiamin 
tidak akan
berhasil.
Ketiga, peran uKM untuk menciptakan kesejahteraan meniadi
tidak tercapii secara optimal. Kurang berpig$f", pemerinta.h
terhadap UKM menyebabkan keberidautt UfVt di Indonesia
termaiinatisasikan. sebagai akibatnya, Para pelaku UKM beserta
pekerjany" tia"[ *u*p,r"berkembat g utttok mengalami mobilitas
vertikal.
Keempat, tidak terbentuk semangat kewirausahaan (entrrpre-
neurshipt karena industri bes", yTg aal ai Indonesia mengandalkan
pemodaf uri"I. i"O*"f, lu"iut"pakal seperti Anderson (1984)'
Amstrong IZOO[), dan Hayter (2d00) menekankan bahwa dalam Proses
industriarisasi sangat diperlukan rit ug uttrepreneurshtp. Karakteristik
uKM sangat ueru"eaa al"gult pur,*"haan besar dalam banyak hal'
Tidak f,"r,yu p"ir""f"" sfala Lsaha namun iuga mencakup sistem
manaiemen, siitem prodglgi, teknologt, pema*t"", dan lain-lain' Salah
satu karaktliistik unik dari UKI\i'yi^g mendorolg muncultt)ru
semangat kewirausahaan adalah t"*pitt ya jarak antara pengusaha
dan pekeria (cf. Purwanto, 2005a). Sernpi*yi iarlk tersebut memberi
peluang ,""iu1 besar 
-\"puau pala puk"4a 
untuk mengalami proses
pembelalara? meniadi i""gri:l\ul Proies pembelaiaran (learning
proccess) inilah yu^g padi akhirnya dapit tertularkan kepada
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pekerjanya dan kemudian para pekerja akan mapu menciptakan usaha
Pg".Di fepang dan Korea, pemerintah secaia tegas menciptakankebijakan y_ang menjadikan UKM sebagai salah satu faktor penting
yntuk pembangunan industrialisasi (Aoyam a, L998). Sementara di
Fdqqia, pemerintah, terutama pada mam orde Baru, masih setengahhati dalam memberi perhatian terhadap keberadaan UKM. Kesalahan
kebijakan industri yang ditopang oleh industri-industri besar yang
mengandalkan modal asing ini merupakan kritik utama terhadap
paradigma kebijakan regional klasik. Kelamahan paradigma ini adalah
perhatiannya yang terfokus pada masuknya investasi dari luar negeri
{an kurang memberikan perhatian yang cukup baik terhadap fakior-faktor pembangunan yang aslr- (indigenous danelopmutt) seperti UKM.
Akibatnya potensi lokal ini menjadi terpinggirkan dan mati pelan-pelan.
Perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap usaha besar
falam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pencipiaan lapangankerja selama ini, dalam beberapa hal, cukup dapat dipahami tetitca
pemerintah mengasumsikan bahwa keberhasilan pembangunan hanya
akan terjadi apabila ada pertumbuhan ekonomi yarg tingtr.Sementara
itu pertumb"hT ekonomi yang tingg hanya akan dapat dicapai melalui
industrialisasi dengan mengandalkan penarikan moal asing. Dalam
hal ini asumsi yang dipakai adalah bahwa industrialisasi merupakan
instrumen penting unfuk mendorong terjadinya trar,sisi ekonomi: dari
ekonomi yang berbasis agraris ke ekonomi yang berbasis industri.
Transisi tersebut diharapkan akan diikuti dengan kenaikkan penyerapan
tenaga kerja yang cukup tinggi bersamaan dengan kemunculan
industri-industri besar. Sayangnya, dalam kenyataannya, asumsi
tersebut sulit untuk diwujudkan. Realitas di lapangan menunjukkan
bahwa perusahaan-perusahaan besar yang muncul ternyata tidak
cukup-mampu menopang penciptaan kesempatan kerja secara
memadai. Di samping itu, industri-industri besar memberikan upah
kepada para pekerlanyl dengan sangat rendah yang tidak diimbangi
fengal jaminan kesehatan dan sosial yang layik. yang terjaiikemudian adalah mtrnculnya ketimpangan yang semakin besar antarapemilik modal 
- 
dan para buruh. Aspek lain yang kurang
menguntungkan dari segi hubungan antara pemilik modal dan buruh
adalah sulitnya perusahaan-perusahaan besar tersebut mentransfer ide-





pembangunan ikono*i yang didasarkan pada industrilisasi yang
mengandalkan industri b-esar"sebagaimana disebutkan 
di atas maka
peran uKM dalam *unguiusi pJrmasutahan pengan€guran 
dan
kemiskinan meniadi pentiig. Sat dee (2000) mengai*T bahwa Peran
UKM sangat;;|il; da'iam mereduksi kemiskinan' Menurut
pengamatannyi ketiadian industri besar di suatu daerah 
tidak berarti
mematikur, p.iulonomian daerah tersebut' Sebagai contoh 
di Daerah
Istimewa yogyakarta peran uirvr sangat signifikan bagi perekonomian
daerah.
PentingnyakontribusiUKMterhadappengentasankemiskinan
telah ditegaskin oleh Uur,yat pakar dari i"*"utt-temuan 
mereka di
Iapangan. Hasil-hasil plnetitian mengenai Peran UKM dalam
menciptakan lapangan kerja buii p"lukonimian iokal dikuatkan oleh
Teori Ekonomi Regionaf. e*tit"ot g dan Tayg J290.0) menyefutkan 5
argumen yang relevan mengenui p"tut UKM dalam pembagunan
ekonomi regional.
1.. UKM mamPu menciptakan lapangan kerja ' -
2.UKMmemilikikemampuanmemunculkanindustri-indusrikecil
baru t;;;t; yu"g bersifat fleksibel dan bervariasi serta
memunculkan ent erpr eneur b aruyang berani menanggung risiko'
3. uKM memiliki kemamp.rur, *"tdorong teriadinya persai"-83l
secaraintensifantarUKMbahkanusuhubesarSeruPa..Halini
sangat penting untuk mendorong lingkungan usaha yang
konlusi? dan b-erbudaya usaha yang kuat'
4. UKM mendorong inovasi'
5. UKM *"r"p" ieningkatkan 
- 
t-,lbt"gan industrial (misal
hubungan itiJ"ttti den"gan buruh) 
. 
dan menyedikan lingkungan
kerja y"*g baik dengan Para buruhnya'
Giaoutz i et al. (1988) menegaskan UKM sebagai faktor Pgm-
bangunun ,.gio"uf yu"g fersifa i indtgtnous karcna memiliki akar
dengan strukiur ekonomi lokal. Menurutt lu UKM sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi regional merupakan instrumen penting untuk
mereduksi ketimpangan. Fentingnyu perat UKM dalam pembanguan
regional tercermin airi UKM sebagai faktor-faktor pembangunan yang
ustt linAigenous deueloPment)'
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Alsters dan van Mark (1986) memandang bahwa UKM memiliki
beberapa keunggulan, sehingga UKM sangat penting dikembangkan
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi regional. Keunggulan-
keunggulan UKM tersebut adalah:
1. Mampu menampung tenaga kerja yang tidak tertampung di
industri besar.
2. Memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong pertumbuhan
UKM baru lainnya. Kemunculan UKM yang baru ini dapat
menciptakan kesempatan kerja baru, demikian seterusnya.
3. Karena UKM sifatnya fleksibel, maka UKM mudah
memunculkan inovasi
4. Manajemen UKM hanya sederhana sehingga mudah melakukan
adaptasi terhadup perubahan pasar, produk, maupun
lingkungan bisnis. Teknologi yang digunakan oleh UKM pun
bersifat sederhana, sehingga mudah melakukan penyesuaian.
Hayter (2000) menambahkan bahwa UKM meningkatkan efek
multiplier dan menciptakan keterkaitan. UKM yang membeli bahan
baku serta memanfaatkan jasa-jasa dari Fasar lokal secara langsung
membutuhkan adanya suwlier. Realita tersebut mendukung hipotesa
seed-bed yang mengatakan bahwa keberadaan UKM menimbulkan
kemunculan usaha-usaha terkait. Lebih lanjut, Hayter (2000)
menjelaskan adanya dampak positif yang berlanjut dari keberadaan
UKM dalam pembangunan daerah. Kontribusinya terhadap
pembangunan lokal / daerah adalah kemampuannya menggali potensi
daerah sekaligus menenfukan pola pembangunan ekonomi.yu.
5. Argumen-argumen Pentingya UKM dalam Menanggulangi
Kemiskinan di Indonesia
Mengapa UKM diprediksikan akan mampu mereduksi
kemiskinan di Indonesia? Hal ini karena dari berbagai data yang ada
penyebab kemiskinan yang utama di Indonesia adalah tinggiry" angka
pengangguran. Adanya kenyataan yang demikian maka salah satu
upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang paling mendesak untuk
dilakukan adalah dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan bagi
orang miskin tersebut. Sebagaimana sudah didiskusikan UKM memiliki
peranan yang bisa dikembangkan sebagai salah satu potensi
penciptaan lapangan kerja bagi penduduk miskin. Beberapa fakta
berikut menjelaskan keunggulan-keunggulan UKM dalam mengatasi
kemiskinan.
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5.L. Struktur industri di Indonesia didominasi oleh UKM yang
merupakan industri yang padat karya.
Keberadaan UKM di Indonesia memberikan arti yang sangat
penting yaitu mengatasi pengangguran dan pemerataan pendapatan'
beh*i periode LgrB-200L tenaga kerja UKM mengalami pertumbuhan
rata-rafa 11o/o per tahun. Tabel 4 menunjukkan jumlah beserta
pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja Usaha Kecil Menengah
(Uf14; dan Usaha Besar (UB) dari tahun 1998 hingga 2001.
Tabel4
Unit Usaha dan Tenaga Kerja UKM dan UB di Sektor Industri
Sumber: Deperinda g (2W2)
*= Unit Usaha dalam ribu unit
'r* = Terdga Kerja dalam ribu orang
Manufaktur di Indonesia, 1998-2001
]umlah (ribu) dan Proporsi (%)
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Ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari data Tabel 4(Sulistyastuti, 20M:29). Pertama, struktur industri di Lrdonesia masih
didominasi oleh UKM. Hal ini dapat dilihat dari proporsi unit usahaUKM dibanding perusahaan besir. Data *"t r.n j*rklan bahwa gg%
usaha di Indonesia terdiri dari usaha kecil dan h"t ur,gah, sisanya
9*L". 1%) tafq dap_at {igolonqkan sebagai usaha besar. frondisi y*edemikian tidak berubah banyak dari tafiun ke tahun. Kedua, uKM
sangat penting sebagai penyedia lapangan kerja di Indonesia. Selama
periode 1998-2001., kontribusi UKM dalam menyediakan lapangan
ker! di sektor industri secara konsisten di atas 97V;. Dengan demiklan,
legkipun kontribusi UKM terhadap total penyediaat tet aga kerja diIndonesia hanya- sekitar '!.loh, akan tetapi, keberadaan UkM tbtap
sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial; terutaml
dalam penciptaan kesempatan kerja. Keberadaan UKM juga menjadi
langat berarti karena kemampuannya dalam mendorong peitumbrihur,Dagang Kecil Menengah (DKM). Pada periode yang sama data
Deperindug (2002) menunjukkan bahwa pru mengalami
pertumbuhan rata-rata 5% pertahun.
gian bawah dari rabel 4 menunjukkan bahwa pertumbuhan
UKM menurut unit usaha maupun jumlah tenaga kerji lebih tinggi
d_ibandingkan uB. Pada periode 1998-1999, pertumuur,an tenagu k""q;
UKM-sangat tinggr, sementara itu pertumbuhan tenaga kerja Ub justm
nggatif. Periode tersebut adalah bertepatan dengan te4adi.yu krisis
ekonomi sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar y*g i"rpaksa
gulung tikar diterjang krisis yang mengakibatkan teryaainyu nHr.
Fenomena ini Te-nuniykkan bahwa UKM memiliki feksibiliias yangbesar dalam hal bertahan dari ancaman krisis sehingga UKM bisi
diandalkan sebagai social safety net bagi orang-orang mist ir,. pasca
krisis, selama periode 1999-2w1., uB mengalami pertumbuhan jumlah
unit yang cukup lumayan. Namun demikiary pertumbuhan tersebut
ternyata tidak mamPu menciptakan pertumbuhan permintaan tenaga
kerja kerja baru.
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Tabel 5
perbandingan Distribusi Tenaga Kerja UKM dan uB menurut sektor,
7997 dan 2000
Sumber: T. Tambunan (2ffi2:25).
]ika unit analisis UKM di perluas, tidak hanya sektor industri
manufaktur saia, maka data yang ditunjukkan oleh Tabel 5 semakin
memperkuat argumen bahwa UKM sangat penting dalam qenye{]11
lapangan kerja di ltrdonesia. Dibandingkan dengan Usaha Besar (UB),
19p7 2000
UKM UB UKM+UB UKM UB UKM+UB
31
(pertanian)
29.891..389 40.443 29.931,.832 33.035.240 38.L27 33.074.367
32
(pertambangan)
467.942 L'1,.617 479.559 558.167 72.531 570.698
33
(manufaktur)
L0.067.165 242.973 10.310.138 14.19L.927 242.769 14.434.090
u
(listrik gas,air)
134.675 7.716 1,42.337 174.728 9.L59 183.887
35
(bangunan)












689.987 11.852 701.839 413.591 8.429 4?2.A20
39
fasa lain)
4.n8.U3 8.943 4.2M.7f16 3.995.178 26.527 4.027.699
IUMLAH 55.108.956 392.635 55.501.591 74.%2.978 383.573 74.746.557
311
lurnal llmu Sosial B llmu Politih Vol.I0, No.3, Maret 2(N7
maka UKM secara konsisten mendominasi penyerapan tenaga kerja
1i!"rU"gai sektor ekonomi, yaitu di atas 90% pada tahun tggz d,an2000. Tahun 2000,jumlah pekerja UKM sebesar 74.746.551.Ini berarti
ada kenaikan sebesar 9,25 juta orang dibandingkan tahun 1,gg7.
Dominasi penyerapan tenaga kerja UKM ini diduk""g oleh tiga pilar,
yaitu: pertanian, manufaktor, dan perdagangan dan jasa.
5.2. UKM makin relewan ketika sebagian besar penduduk
miskin berpendidikan rendah
UKM sangat penting untuk mengatasi pengangguran karena
UKM dapat memberikan kesempatan kerja bagi kelompok miskin yang
tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi sehingga sulit untuk
memPeroleh akses pekerjaan di industri besar. Hal ini karena tenaga
kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan
formal tertentu (T. Tambunan, 2000). Hasil-hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang dipeilukan oleh
industri kecil didasarkan atas pengalam?n (Iearning by doing) yang
terkait d,engal faktor historis @ath drpendence). Hal ini sering aitemui
Padl industri kerajinan, ukir, batik. Tabel 5 di bawah ini menunjukkan
tingkat pendidikan pengusaha UKM.
Tabel 6
Tingkat Pendidikan Pengusaha UKM di Indonesia, ]rggg-2001
Sumber: Diolah dari BPS, Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak Berbadan Hukum
(teee-2001)
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Tingkat Pendidikan 1999 2000 2001
Tidak tamat SD 3.983.670 3.678.994 3.457.807
SD 5.971.03A 6.099.946 5.914.330
SLTP 2.478.6ffi 2.832.999 2.95't.U2
SLTA, D7,D2 1,.879.413 2.145.242 2.115.318
D3 67.255 83.006 78.051
51 dan diatasnya 140.00s ],M.251, 'r.43.297
Iumlah t4.520.ML 14.980.438 L4.660.645
Enoan Agus Puntanto, Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (IIKM) .,.
Sebagaimana dapat dilihat Pada Tabel 6, sebagian besar
pengusaha UKM hanya berpendidikan SD yaitu sekitar 40o/", bahkan
iaaletitar 25o/o tidak tamat SD. Sedangkan ProPorsi pengusaha yang
berpendidikan SLTP dan SLTA serta Diploma (D1 dan D2) masitg-
maiing hanya berkisar 'l,1%o-'1,4% dan 7%-8%. Kenyataan ini
*enur,lukkanbahwa sektor UKM lebih accessible bug masyarakat yang
berpendidikan rendah.
5.3. Aspek lokasi.
Beberapa studi empiris membuktikan b ahwa seba gian besar UKM
berlokasi dan berkernbang di pedesaan. Kemunculan UKM di pedesaan
ini tidak bisa dilepaskan dari adanya perubahan di sektor pertanian di
pedesaan (agrarian change) yang menyebabkan peluang kerja di sektor
pertanian makin menyempit dari waktu ke waktu. Tekanan yang terus-
menerus dari sektor pertanian ini (push factor) menyebabkan orang-
orang yang tadinya bekerja di sektor pertanian harus mencari alternatif
baru untuk mendapatkan pekerjaan di sektor non-pertanian (cf. White,
1986; Purwanto, 2005a: 2005b). Dalam kondisi yang demikian maka
UKM menjadi semacam instrumen untuk bertahan (suraiaal instrument)
b"gl orang-orang yang terdesak keh,rar dari sektor pertanian. Karena
sifitnya y*g demikian maka industri kecil yang berlokasi di pedesan
sebagian besar tidak memerlukan dukungan infrastruktur dan modal
kerja yang besar sebagaimana Perusahaan besar (cf. Rietveld, \987;
Weijland , 1999). Dalam posisinya yang demikian, maka adalah sangat
tepat jika pemerintah meningkatkan perhatiannya untuk
memberdayakan UKM agar dapat dijadikan alat yang lebih efektif bug
orang-orang miskin di pedesaan untuk mengatasi problem kemiskinan
mereka.
5.4. Aspek permodalan
UKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana
perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit
perusahaan besar. Dalam banyak kasus UKM menggunakan sistem
putting out systunalau borongan sehingga pengusaha dapat menghemat
banyak biaya modal karena tidak harus menyediakan tempat kerja
(workshop) dan mesin-mesin atau peralatan kerja. Dengan sistem
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borongan ini maka para buruh mengedakan pekerjaan-pekerjaan yang
diberikan kepada pengusaha dengan alat-alat yang mereka miliki
sendiri-sendiri (cf. Susilastuti, 199'1,,1996; Susilastuti dan Partini, 1990;
Susilastuti dan Handoyo, '1990; Purwanto, 2004). Karena kecilnya
modal yangdiperlukanbagi pengusaha untuk memulai usaha di sektor
UKM ini maka sebagaimana sudah didiskusikan UKM memberi
peluang yang lebih besar kepada para buruh untuk mengalami
mobilitas vertikal.
5. 5. Aspek ketahanan
Krisis ekonomi membuktikan bahwa industri kecil memiliki
ketahanan yang kuat (strong suraiaal) dibanding dengan industri besar
(Sandee, 2000). Selama krisis terjadi banyak industri besar yang gulung
tikar, akan tetapi banyak industri kecil yang bertahan atau justru
bermunculan setelah krisis. M. Tambunan (2004) menjelaskan bahwa
UKM memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan usaha besar
karena UKM lebih fleksibel dalam menghadapi gonjangan dibandi.g
dengan industri besar. Fleksibilitas ini tidak bisa dilepaskan dari
karakteristik UKM di mana usaha ini tidak memerlukan modal yang
besar, menggunakan bahan baku lokal yang murah, menggunakan
tenaga kerja rumah tangga, menjual produk mereka untuk pasar
domestik.
5. 6. UKM sebagai sapporting industries
Menurut teori flexible specializntion peranan UKM akan semakin
penting pada negara-negara yang pembangunan ekonominya semakin
maju. Hal ini ditunjukkan dari beberapa studi empiris di AS, Eropa,
jepang, Korea, Taiwan, dimana UKM sangat penting sebagai support-
ing industries. Pertumbuhan UKM jugu terkait dengan jumlah
penduduk, infrastruktur, dan SDM. Namun sebenarnya teori
pertumbuhan UKM yang berkaitan dengan spesialisasi dan peran
pemerintah lebih dikembangkan dalam pendekatan modern.
5.7. Besarnya Kontribusi UKM terhadap nilai tambah dan PDB
Keyakinan terhadap penguatan dan pengembangan UKM
didasarkan pada kenyataan bahwa UKM, disamping berperan dalam
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penciptaan kesempatan kerja, juga memberikan kontribusi terhad_ap
pembintukan PDB yang cukuP besar. Hasil penelitian AKATIGA
menyatakan bahwa selama tahun 2000-2003 kontribusi Usaha Kecil
terhidap pembentukan Produk Domestik Bruto mengalami
peningkatan. Di sisi lain, kontribusi Usaha Besar pada tahun yang sama
fustrrmenurun. Pada tahun 2000, kontribusi Usaha Kecil terhadap
pembentukan Produk Domestik Bruto sebesar 39,74"/" sedangkan Usaha
Besar memberikan sumbangan yang lebih besar yaitu 45,49"/". Namun,
pada tahun 2003 terjadi perubahan. Sumbangan yang diberikan UB
mengalami penurunan dan hanya sebesar 43,28% sedangkan UJ(
mengalami peningkatan menjadi 41',L1"/o. Sementara Peranan UM
terhadap PDb relatif konstan yaitu 15%. Hal senada juga disampaikan
oleh T.Tlmbunan (2002). Berdasarkan analisisnya, selama period e L998-
2000 sumbangan UKM terhadap pembentukan PDB berkisar 58% Per
tahun. Selebihnya, yaitu berkisar 42o/", merupakan kontribusi dari UB.
Perkembangan pembentukan nilai PDB oleh UK, UM dan UB dapat
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6. Permasalahan yang Menghambat Perkembangan UKM di
Indonesia
Sebagaimana telah dipaparkan di depan, ada berbagai kontribusi
dan kelebihan UKM terhadap uPaya pengentasan kemiskinan. Namun,
seringkali kita lihat beberapa fakta bahwa UKM belum mamPu
meningkatkan kesejahteraan para pelakunya. Dalam arti keberadaan
UKM hanya sebatas sebagai suraiaal strategy kaum marjinal tanpa
memberi peluang kepada mereka untuk melakukan mobilitas vertikal.
Kondisi ini terjadi karena UKM di Indonesia masih diposisikan sebagai
sektor yang marjinal. Termarjinalisasinya sektor UKM ini berkaitan
dengan kurang berpihaknya Pemerintah terhadap UKM. Karenanya
UKM masih terbelenggu oleh berbagai hambatan sehingga menjadikan
UKM sulit untuk berkembang dan jadi andalan untuk mengatasi
kemiskinan. Hambatan-hambatan terhadap perkembangan UKM di
Indonesia antara alin disebabkan oleh kesulitan akses terhadap kredit,
lemahnya pemasaran, tiadanya pelatihan, kurang berkembangnya
koperasi dan sulitnya mencari bapak angkat.
Tabel 7
Problema UKM tentang Modal






















1998 4.2M.727 448.085 3.756.036 62.575 480.429 970.693 65't.742 1.030.597
1999 2.463.507 519.65s 1.843.852 303.205 20/..956 574.492 L81.887 627.406
2000 2.131.810 453.106 7.678.704 781..973 792.723 546220 125.830 1.085.064
2001 2.248.834 525.090 7.6?3.7M 210.927 7&.574 501..624 137.9M 1..233.765
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Tabel 8
Problem UKM tentang Pelayanan Koperasi, Bimbingan
Pelatihan dan Bapak Angkat







7998 423.776 t3.675.826 382.220 13.7L5.782 267.279 73.831,.793
7W 387.794 1,4.138.247 1,4.775.024 405.0r7 444.773 L4.075.268
2000 338.136 1,4.642.302 4t8.633 14.551.80s 450.925 't4.529.513
2001 w.865 1,4.315.790 n.a n.a 573.6't4 L4:1"47.031,
Sumber: Diolah dari BP$Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak Berbadan Hukum
(1e98-20011.
Untuk menjadikan UKM di Indonesia menjadi sektor andalan
dalam mengatasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, maka harus dilakukan upaya untuk membantu UKM
mengatasi berbagai persoalan yang menghambat perkembangannya
sebagaimana sudah diuraikan di depan. Up,aya tersebut tentu sup tiait
akanberhasil apabila pemerintah tidak memiliki political witl d,anstruteg
Iu_ng tepat untuk membantu UKM. Kenyataan menunjukkan bahwakebijakan yang dilakukan pemerintah untuk membantu UKM selama
ini masih bersifat sektoral. Strategi kebijakan yang demikian tidak
terelakkan mengakibatkan terjadinya ketumpungtit',aihan antar
departemen dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut UKM
Tluput dalam tahap implementasinya. Sebagai akibatnyi, berb agai
kebijakan Pemerint_ah yang dimaksudkan untuk memberdiyakan UI{\rI
menjadi kurang berdampak secara significant terhadup upaya
pemerintah untuk mengambangkan UKM. Terjadinya kesaluhat y*g
demikian tentu saja tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Untuk itu
diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan beiu"[ui komponen
pemerintah dalam upaya memberdayakan UKM ini. Dilam salah satu
analisinya Primiana (2005: 52) memberikan solusi terhadap upaya
.rlt"k meningkatkan sinergi kebijakan terhadap UKM dalam rt"*u
sebagai berikul
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7, Penutup
UKM memiliki potensi yang besar untuk dapat membantu
pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Potensi tersebut
salah satunya adalah dalam memberi kesempatan kerja pada jutaan
penduduk di Indonesia yang tidak tertampung di sektor iottr,it atau
sektor usaha besar, penciptaan Produk Domestik Bruto, dan
mendorong eksPot 
_ 
Sayangnya, potensi tersebut selama ini kurang
terolah dengan baik. Hal ini karena selama kekuasaan Orde Baru
pemerintah lebih banyak memberi perhatian kepada para pengusaha
besar daripada Pengusaha menengah dan kecil. Namun de*itiury krisis
ekonomi yang terjadi pada tahun 1,997 telah membuka mata
pemerintah bahwa UKM memiliki fleksibilitas yang lebih baik dibanding
{engan usaha besar. Usaha besar yang selama ini banyak diproteksidan diberi fasilitas ternyata banyak yang gulung tikar-dilanda krisis.
Sementara itu UKM yang selama ini termajinalisasikan justru dapat
bertahan dan menjadi katup pengaman bagi ribuan tenaga kerja yi.g
di PHK ketika krisis terjadi.
Melihat potensi uKM, sudah waktunya bagi pemerintah untuk
lgmberi perhatian yang lebih adil kepada UKM dengan membuatkebijakan-kebijakan yang mampu memberdayakan UKM sehingga ke
depan UKM akan dapat dijadikan sebagai andalan untuk penyerapan
tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. *****
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s. Diuni Prihatin, Pottet Buram Pnlindungan Tenaga Keti a lndonesia
1-, Keterbatasan Lapis Pekeria Kasar
Baik di Indonesia mauPun di negeri asing tempat TKI bekerja
tidak memiliki sistem penjaminan yang mamPu melindungi tenaga
kerja dari praktek yang tidak manusiawi. skema penjaminan hak
tenaga kerja, kalaupun ada tidak terimplementasi denga"- b-uik.
Kegigalan dalam implementasi skema penjamlnan ini tidak bisa
ditirn-tut oleh para pekerja karena berbagai keterbatasan yang
dimilikinya.
Sebagian besar tenaga kerja asal Indonesia menekuni pekerjaan
domestik leperti pembat t.r t.r*ah tangga. Mereka tidak memiliki
kemampuan mengiks"r skema penjaminan perlindungan tenaga ke1a.
persoalirmya menjadi sangat serius manakala kita ingat bahwa Indo-
nesia adalah salah satu pengirim terbesar pekerja kasar dan pembultu
rumah tangga (pRT) diri kiwasan Asia Tenggara 
_D1ta statistik dari
tenaga kerji-kasar yang dikirimk an, 51"/o adalah PRT dan 49o/" lainnya
beke"rja di sektor fot*ul (Kedaulatan Rakyat, 16 Desember 2002).
Kondisi ini sangat tidak menguntungkan, sebab sektor domestik sangat
jauh dari perliidungan ketenagakerjaan TKI yang bekerja di sektor
pertanianf perkebunan lebih parah lagi karena mereka bekerja tanpa
uduttyu puriir,d.tngan kesejahteraan sosial, fasilitas kesehatan serta
fasiliias iainnya di luar upah. Perlindungan tenaga keria di sektor
domestik menjadi semakin sulit, karena kebanyakan tenaga kerja yang
bekerja di sekior domestik merupakan tenaga kerja ilegal'
Tingkat kesulitan dalam penjaminan perlindungan yang
dihadapi -otefr tenaga kerja Filipina tidaklah setinggi yang diha_dapi
oleh tenaga kerja Indonesia. Mayoritas tenaga kerja mereka adalah
tenaga kerja terdidik. Mereka mengisi formasi paramedis ataupun en-
giniring (Ananta , 2000 : 46). Mereka menemPati pos-pos penting di
inut ne[eri seperti manajer proyek, akuntan dan sekretaris. ]aminan
perlindungan bagi kalangan ini relatif lebih maPan'
Tidak adanya akses terhadap perlindungan tercermin dari
ungkapan: bermod al nekad. Yang menjadi kehirauan utama TKI adalah
^git dapat segera lepas dari belenggu kemiskinan. DenganpErtimbu.g* it i merekibankan rela memb ay_?r sejumlah uang kepada
Penyalur fasa Tenaga Kerja Indonesia (PITKI).
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Keterbatasan yang dihadapai TKI adalah dalam beradaptasi
dalam lingkungan kerja yang berbeda dengan lingkukan kerja di tr,-
donesia. Naim (dalam Haris, 2009 : 12) mempLrlihatkan bahwa
ketidaktahuan akan kultur membuat sering terjadi salah pengertian
1!ara majikan dan peke1d, karena budaya negara yang dituju bersifatindividualistis. Bagi yarrg bekerja di Timur Tengah, kondisi geografis
memPengaruhi tingkat kebetahan bekerja. Kekerasan bisa diakibatkan
karena ketidakbetahan pekerja yang membuat majikan marah. Hal ini
diperparah dengan jarak antar rumah yang cukup jauh dan lingkungan
kerja yang tertutup seperti benteng, sehingga kasus penganlayain/
pemerkosaan begitu terbuka untuk terjadi tanpa diketahui banyak or-
lng. Minimnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku dankemana mengadu, membuat banyak pekerja terutama tenaga kerja
wanita yang korban kekerasan hanya bisa pasrah (Sutadi, 2003).
Kerentanam TKI terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan
dari majikan ataupun perusahaan-perusahaan terkait dengan kuilitas
yang mereka sebagai tenaga kerja. Mayoritas mereka berpendidikan
rendah. Sebuah survei tentang kualitas tenaga kerja menempatkan TKI
dalam urutan ke 172 di tingkat dunia. Dalam Asean SkiU Competition(4scl yang diikuti perwakilan pekerja di negara-negara ASEAN di
Jakarta yahun 2002 yang lalu, TKI hanya menempati.urutan kelima di
bawah Vietnam.
2. Kelemahan Perantara
Keberangkatan pekerja Indonesia ke luar negeri pada umumnya
menggunakan iaT perantara, yakni Biro-biro Penyui rt Jasa TenagaKerja Indonesia/BPJTKI). Biro-biro ini mendapaikan amanat diripemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja untuk
menyelenggaraku" 
-qgsj penj embatani permintuur, ler,uga kerja dariluar negeri dengan kelebihan tenaga kerja di dalam negerilpenjaminan
keselamatan dan perlakukan semena-mena ikut j"gu diamanatkan
-kgnuau lembaga ini. Oleh karena itu, kemampuan .iui kesediaan biro-biro ini sangat berarti bug TKI.
Meskipun Indonesia lama mengirim tenaga kerja ke luar negeri,
lamun sampai saat ini belum memberrakukan standar yang dipatdijadikan sebagai pedoman bagi BPJTKI. Di sisi larn, BPITK1 ini *u"yLai
semacam underbouu)-nya Departemen Tenaga Kerja. Munculnya
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